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Abstrak 

Pencurian adalah salah satu kejahatan yang sering terjadi. Terdapat 3 jenis kejahatan terbesar di 

Indonesia tahun 2023 yang terjadi terhadap hak milik barang tanpa menggunakan kekerasan. Tiga 

kejahatan tersebut yaitu pencurian, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan 

bermotor. Kurangnya efek jera terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan 

kelengahan korban menjadi faktor yang menyebabkan maraknya tindak pidana pencurian kendaraan 

bermotor.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-undang (UU) Nomor 1 

Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap tindak pidana pencurian 

kendaraan bermotor.  Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian 

literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi yang kerap digunakan para pelaku 

tindak pidana adalah menggunakan kunci T. Faktor-faktor yang menyebabkan pencurian kendaraan 

bermotor adalah faktor lingkungan yaitu pergaulan dengan teman-teman yang memiliki profesi 

sebagai pencuri, faktor ekonomi yaitu kesulitan ekonomi yang membuat orang tidak berpikir panjang 

untuk tidak melakukan pencurian, serta faktor pendidikan yaitu rendahnya tingkat pendidikan. 

Implementasi Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat dilakukan oleh Kepolisian 

dengan menjerat tersangka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan dua pasal KUHP 

baru yaitu Pasal 476 jo (juncto) Pasal 479. Hal ini dapat memberikan efek jera terhadap pelakunya. 

Namun, upaya pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor jauh lebih penting dalam 

rangka mengurangi angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di masyarakat atau wilayah 

hukum kepolisian negara Republik Indonesia. 

Kata kunci: Implementasi ; KUHP Baru ; Pencurian ; Kendaraan Bermotor  

Abstract 

Theft is a crime that often occurs. There are 3 types of biggest crimes in Indonesia in 2023 which 

occur against property rights without using violence. The three crimes are theft, aggravated theft and 

motor vehicle theft. The lack of a deterrent effect on perpetrators of criminal acts of motor vehicle 

theft and the negligence of victims are factors that cause the rise of criminal acts of motor vehicle 

theft.  This research aims to analyze the implementation of Law (UU) Number 1 of 2023 concerning 

the Criminal Code regarding the crime of motor vehicle theft.  This research uses a qualitative method 

with a literature review approach. The results of the research show that the modus operandi often 

used by criminals is using the T key. The factors that cause motor vehicle theft are environmental 

factors, namely association with friends who have professions as thieves, economic factors, namely 

economic difficulties that make people not think long and hard not to commit theft, as well as 

educational factors, namely low levels of education. Implementation of Law (UU) Number 1 of 2023 

concerning the Criminal Code regarding criminal acts of motor vehicle theft can be carried out by the 

Police by charging suspects of criminal acts of motor vehicle theft with two new articles of the 

Criminal Code, namely Article 476 in conjunction with Article 479 This can have a deterrent effect on 

the perpetrator. However, efforts to prevent criminal acts of motor vehicle theft are much more 

important to reduce the number of criminal acts of motor vehicle theft in the community or the 

jurisdiction of the Republic of Indonesia police. 

Keywords: Implementation; New Criminal Code (KUHP); Theft; Motor Vehicles 

  

mailto:Milaazizah.sh@gmail.com


   

                                                                                                           

Jurnal Hikamuna, Vol. 10 No. 1 Februari 2025  826 

PENDAHULUAN 

Di Indonesia, pencurian adalah salah 

satu kejahatan yang sering terjadi, 

sebagaimana kajian Jumra (2023), Siregar 

dan Tampubolon (2024), serta Khalid dan 

Wardiansyah (2024). Tindakan pencurian 

melibatkan pengambilan barang milik orang 

lain tanpa izin dari pemilik yang sah. 

Pencurian bisa terjadi baik secara tidak 

sengaja maupun disengaja (Harahap et al, 

2024). Contohnya, kendaraan bermotor 

adalah aset terbanyak yang dimiliki oleh 

masyarakat di Indonesia. Jumlah kendaraan 

yang banyak, terutama di daerah perkotaan, 

berkontribusi pada peningkatan kasus 

pencurian kendaraan bermotor (Sugiharti, 

2018). 

Berdasarkan Kajian Iskandar (2018), 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(POLRI) merupakan institusi negata yang 

bertugas untuk memberikan pelayanan, 

pengayoman, perlindungan masyarakat, dan 

melaksanakan ketertiban dan keamanan 

masyarakat. Dalam penegakan hukum 

pidana, polisi adalah komponen yang 

berhadapan langsung dengan peristiwa 

kriminal dan pelakunya (Santoso dan 

Wahyuningsih, 2018). Polisi berperan 

sebagai pelayan, pengayom, pelindung, dan 

penjaga masyarakat dari berbagai jenis 

kejahatan yang bisa mengancam ketenangan, 

salah satunya yaitu menangkap pelaku tindak 

pidana pencurian bermotor (Suparmin, 

2015). 

Berdasarkan Statistik Kriminalitas 

Badan Pusat Statistik (2024), terdapat 3 jenis 

kejahatan terbesar di Indonesia tahun 2023 

yang terjadi terhadap hak milik barang tanpa 

menggunakan kekerasan. Tiga kejahatan 

tersebut yaitu pencurian, pencurian dengan 

pemberatan dan pencurian kendaraan 

bermotor. Tiga provinsi dengan persentase 

tertinggi untuk kasus  pencurian tanpa 

kekerasan di Indonesia pada tahun 2023 yaitu 

DKI Jakarta (86,14%), Daerah Istimewa 

Yogyakarta (56,85%), dan Jawa Barat 

(54,14%). 

Kurangnya efek jera terhadap 

implementasi sanksi untuk pelaku tindak 

pidana pencurian kendaraan bermotor 

menyebabkan kejahatan tersebut marak 

terjadi, khususnya pada kendaraan bermotor 

roda dua (Rahmadani dan Indrawati, 2023). 

Banyak pelaku pencurian kendaraan 

bermotor merupakan residivis yang berulang 

kali masuk keluar penjara dengan kasus yang 

sama (Wediana dan Darmawanti, 2023). Di 

sisi lain, kelengahan korban, dalam hal ini 

pemilik kendaraan bermotor masih menjadi 

sorotan. Misalnya, tidak melepas kunci motor 

ketika parkir di dalam rumah, tidak mengunci 

gerbang rumah yang berisi kendaraan 

bermotor, maupun memarkirkan sepeda 

motor di luar rumah yang sepi dan tidak ada 

penjagaan dari satpam atau warga, 

sebagaimana kajian Arafat (2021). 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis implementasi Undang-undang 

(UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana terhadap 

tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. 

KUHP tersebut telah diundangkan pada 02 

Januari 2023, dan akan mulai berlaku pada 

01 Januari 2026 (Rodliyah, 2024). Oleh 

karena itu, peneliti ingin memberikan 

wawasan terhadap pembaca terkait pasal-

pasal di KUHP baru yang bisa diterapkan 

untuk pelaku tindak pidana tersebut. 

 

METODE PENELITIAN 

Riset ini mengimplementasikan metode 

kualitatif dengan pendekatan kajian literatur. 

Metode ini telah digunakan oleh berbagai 

peneliti yang bekerja dengan metode 

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah 

rangkaian cara dalam riset yang 

menghasilkan data deskriptif berupa tulisan-

tulisan dan lisan dari individu yang menjadi 

objek riset (Rodiah, 2019). 

Kajian literatur merupakan penelitian 

yang merujuk kepada penggunaan buku, 

artikel-artikel ilmiah dari jurnal, artikel dari 

media massa online, catatan, maupun 

laporan-laporan ilmiah dalam pengumpulan 

datanya (Sari et al, 2023). Dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan literatur yang 

bersumber dari artikel ilmiah di jurnal, buku, 

serta sumber-sumber dari media massa yang 

terpercaya. 

 

PEMBAHASAN 

Modus Operandi 

Banyak cara yang dilakukan pelaku 

tindak pidana dalam mencuri sepeda motor. 
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Salah satu metode favorit adalah 

menggunakan kunci T untuk mengancurkan 

kunci sepeda motor. Modus ini kerap 

digunakan oleh para pelaku pencurian sepeda 

motor. Meskipun tergolong kuno, metode ini 

tetap efektif untuk memperlancar aksi 

pencurian kendaraan bermotor. Banyak 

korban pencurian pun dalam kondisi lengah 

ketika para pelaku melakukan aksinya.  

Pengambilan sepeda motor dilakukan 

dengan cara memanfaatkan kunci T. Pencuru 

profesional menggunakan kunci T untuk 

membawa lari kendaraan bermotor yang 

dicuri hanya dalam hitungan detik. Akan 

tetapi, jenis kendaraan bermotor memberikan 

pengaruh terhadap tingkat keberhasilan 

pencurian sepeda motor. Umumnya, kunci 

letter pendek T yang ujungnya tipis, jika 

sekali tekan dan putar dengan tenaga yang 

tidak terlalu kuat, anak kunci akan rusak.  

 

Faktor-Faktor Penyebab Pencurian 

Kendaraan Bermotor 

1) Faktor Lingkungan 

Lingkungan dapat memberi peluang 

terhadap terjadinya peristiwa pengambilan 

tidak sah kendaraan bermotor milik orang 

lain tanpa izin. Seseorang yang tinggal di 

lingkungan yang memberikan dukungan 

terhadap tindak pidana pencurian, maka di 

suatu saat akan terdorong untuk melakukan 

pencurian kendaraan bermotor. Dorongan 

dari pergaulan yang tidak sehat seringkali 

membuat seseorang terjerumus dalam 

pencurian, misalkan terjerumus dalam gaya 

hidup yang membuat seseorang harus 

mengeluarkan uang yang banyak seperti 

judi dan minuman keras.  

Pergaulan dengan teman-teman yang 

mempunyai profesi sebagai pencuri turut 

mendorong seseorang menjadi pencuri 

profesional, yang akhirnya menjadikan 

kegiatan mencuri sebagai mata 

pencaharian, sebagaimana penelitian 

Rahmi dan Jempa (2021). Sebagian kasus 

pencurian sepeda motor terjadi secara 

teamwork, dan para pelakunya tidak jauh-

jauh dari hubungan keluarga, kerabat, 

tetangga dekat, atau rekan kerja. 

 

2) Faktor Ekonomi 

Faktor kesulitan ekonomi turut 

berkontribusi dalam pencurian kendaraan 

bermotor. Kemiskinan adalah kenyataan 

yang tidak bisa dihindari di setiap negara. 

Hingga sekarang, jarang solusi yang 

ditemukan untuk mengatasi masalah 

tersebut. Kemiskinan adalah sebuah realitas 

yang tak terelakkan di setiap negara 

(Hidayat, 2019). Hingga kini, belum ada 

solusi yang berhasil untuk mengatasi 

masalah tersebut. Menurut Plato, di negara-

negara yang memiliki banyak orang miskin, 

secara diam-diam terdapat juga banyak 

penjahat, pelanggar agama, dan berbagai 

jenis pelanggar hukum (Mamluchah, 2020). 

  Kondisi ekonomi semacam itu sering 

kali mendorong seseorang untuk bertindak 

tanpa berpikir panjang dan melakukan 

kejahatan pencurian sepeda motor (Triana 

dan Fauzi, 2020). Latar belakang ekonomi 

cenderung lebih mempengaruhi kejahatan 

yang berhubungan dengan harta benda. 

Kesulitan ekonomi, terutama dalam kondisi 

ekonomi yang buruk, membuat rentang 

ekonomi semakin lemah saat harga tiba-

tiba naik, ditambah lagi dengan jumlah 

tanggungan keluarga yang besar dan faktor 

lainnya, sebagaimana kajian Christian dan 

Ricardo (2022), Laibahas et al (2024), Sari 

dan Hafrida (2020). 

  

3) Faktor Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu 

faktor penyebab pencurian kendaraan 

bermotor. Pendidikan dianggap memiliki 

pengaruh besar pada individu, baik 

kondisi mental, perilaku, maupun tingkat 

kecerdasan. Kejahatan sering kali 

dikaitkan dengan rendahnya tingkat 

pendidikan dan kegagalan di sekolah. 

Kejahatan dan kenakalan bisa disebabkan 

oleh kurangnya pendidikan dan kegagalan 

lembaga pendidikan, sebagaimana kajian 

Mubarok (2020), Amri et al (2023), serta 

Jannah dan Nurajawati (2023). 

Pendidikan bertujuan untuk mengubah 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik 

individu atau kelompok serta membantu 

proses pendewasaan melalui pengajaran 

dan pelatihan. Pendidikan adalah 

hubungan yang melibatkan komunikasi 

antara guru dan peserta didik, yang 

bertujuan untuk mencapai kompetensi dan 
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kualifikasi tertentu, serta akhlak mulia, 

sebagaimana kajian Fadhli (2017). 

Rendahnya tingkat pendidikan bisa 

menjadi salah satu penyebab seseorang 

melakukan pencurian sepeda motor 

(Purnomo dan Hafidz, 2019). Alasannya 

adalah bahwa baik lembaga pemerintah 

maupun swasta umumnya membutuhkan 

tenaga kerja dengan kompetensi tinggi 

untuk memenuhi kebutuhan sumber daya 

manusia. Kompetensi tinggi ini hanya bisa 

diperoleh oleh individu yang mempunyai 

kompetensi dan kualifikasi yang 

dibutuhkan masyarakat. 

      

Implementasi KUHP Baru Terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Pencurian 

Kendaraan Bermotor 

 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana produk lama dan produk baru telah 

mengatur ancaman hukuman terhadap 

pelaku tindak pidana pencurian. Namun, 

ada perbedaan dalam hal nominal denda 

paling banyak atau maksimal dalam 

KUHP. Berdasarkan Pasal 362 KUHP 

lama, pelaku tindak pidana pencurian 

dipidana penjara paling lama 5 tahun atau 

denda paling banyak Rp 900 ribu. 

Sedangkan dalam Pasal 476 KUHP Baru, 

pelaku tindak pidana pencurian dipidana 

penjara paling lama 5 tahum atau denda 

paling banyak kategori V yaitu Rp 500 

juta.  

Dalam Pasal 476 KUHP baru, 

terdapat kalimat yaitu ‘’mengambil’’. 

Dikutip dari Penjelasan atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 1 

tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, terdapat penjelasan pasal 

476. Pada pasal 476, yang dimaksud 

dengan ‘’mengambil’’ tidak hanya 

diartikan secara fisik, tetapi juga meliputi 

bentuk perbuatan "mengambil" lainnya 

secara fungsional (nonfisik) mengarah 

pada maksud "memiliki Barang orang lain 

secara melawan hukum." 

  Jika KUHP Baru sudah berlaku 

mulai 1 Januari 2026, ketentuan dalam 

Pasal 476 KUHP baru ini dapat diterapkan 

untuk menjerat pelaku tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor. Polisi 

sebagai penyidik dan penyelidik 

mempunyai wewenang untuk melakukan 

penyidikan dan penyelidikan terhadap 

kasus tindak pidana. Dalam hal ini, ketika 

Polisi melakukan penangkapan tersangka 

tindak pidana pencurian kendaraan 

bermotor, Polisi dapat menjerat tersangka 

dengan pasal 476 KUHP baru. Namun 

dengan catatan, pencurian kendaraan 

bermotor tidak disertai dengan kekerasan 

terhadap korban. 

Apabila pencurian kendaraan 

bermotor disertai dengan kekerasan, maka 

Polisi dapat menjerat tersangka dengan 

dua pasal KUHP baru yaitu Pasal 476 jo 

(juncto) Pasal 479. Pasal 479 

menerangkan bahwa apabila pencurian 

didahului, disertai, atau diikuti dengan 

Kekerasan atau Ancaman Kekerasan 

terhadap orang, maka pelaku tindak 

pidana dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 9 (sembilan) tahun. Penerapan 

dua pasal dalam KUHP baru terhadap 

pelaku tindak pidana pencurian kendaraan 

bermotor ini dapat memberikan efek jera 

terhadap pelakunya, dengan harapan 

apabila pelaku telah menjalani masa 

hukuman, pelaku tidak mengulangi tindak 

pidana tersebut di waktu yang akan 

datang. 

Dengan demikian, implementasi 

KUHP baru terhadap pelaku tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor diharapkan 

dapat menimbulkan efek jera bagi 

pelakunya. Implementasi Pasal 476 jo 

(juncto) Pasal 479 dapat menjadi upaya 

Pemerintah melalui aparat penegak hukum 

yaitu Kepolisian, untuk mencegah dan 

mengurangi angka tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor di 

masyarakat atau wilayah hukum 

kepolisian negara Republik Indonesia. 

 

Pencegahan Tindak Pidana Pencurian 

Kendaraan Bermotor 
 Beberapa upaya yang dapat dilakukan 

oleh Pemerintah untuk mencegah tindak 

pidana pencurian kendaraan bermotor 

yaitu : 

1. Meningkatan kesejahteraan ekonomi 

masyarakat dengan melakukan 

pemberdayaan masyarakat di bidang 

ekonomi seperti menyelenggarakan 
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pelatihan kerja, mendampingi 

masyarakat dalam membuka usaha 

baru seperti UMKM, serta memberikan 

perlindungan terhadap pekerja dan 

pelaku usaha. 

2. Memberikan edukasi kepada 

masyarakat tentang ancaman bagi 

pelaku tindak pidana pencurian yang 

telah diatur dalam KUHP baru. Edukasi 

harus disertai dengan upaya Pemerintah 

untuk mengayomi dan memberikan 

perlindungan bagi masyarakat. 

3. Memberikan ruang bimbingan 

konseling dan rohani bagi keluarga 

yang mengalami problematika hidup, 

seperti kesulitan ekonomi, problem 

sosial, persoalan kesehatan, dan lain-

lain.  

4. Meningkatkan upaya untuk 

memperbaiki kualitas sumber daya 

manusia (SDM) dari 3 aspek Human 

Development Index yaitu kesehatan, 

tingkat pendidikan, dan standar 

kehidupan yang layak untuk 

kemanusiaan.  

5. Merevitalisasi lembaga 

pemasyarakatan menjadi tempat untuk 

memberikan keterampilan hidup bagi 

narapidana, serta tempat yang layak 

untuk kemanusiaan. Paradigma 

lembaga pemasyarakatan harus diubah, 

bukan sebatas tempat untuk menjalani 

masa hukuman, melainkan tempat 

untuk mengedukasi narapidana agar 

berubah menjadi pribadi yang lebih 

baik, tidak lagi mengulangi tindak 

pidana, dan berkontribusi untuk 

pembangunan bangsa dan negara ketika 

narapidana telah selesai menjalani 

masa hukuman. 

 

KESIMPULAN 

Implementasi Undang-undang (UU) 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana terhadap 

tindak pidana pencurian kendaraan 

bermotor dapat dilakukan oleh 

Kepolisian dengan menjerat tersangka 

tindak pidana pencurian kendaraan 

bermotor dengan dua pasal KUHP baru 

yaitu Pasal 476 jo (juncto) Pasal 479. Hal 

ini dapat memberikan efek jera terhadap 

pelakunya. Namun, upaya pencegahan 

tindak pidana pencurian kendaraan 

bermotor jauh lebih penting dalam 

rangka mengurangi angka tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor di 

masyarakat atau wilayah hukum 

kepolisian negara Republik Indonesia 
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